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Penerapan sunset policy di Indonesia sebagai suatu bentuk pengampunan pajak merupakan pengalaman
yang benar-benar baru bagi dunia perpajakan di Indonesia. Penerapan kebijakan pengampunan pajak
umumnya ditempuh sebagai langkah terakhir untuk meningkatkan penerimaan pajak karena apabila tidak
dipersiapkan dan dikelola dengan baik dalam pelaksanaannya, kebijakan pengampunan pajak malah dapat
menjadi kontraproduktif dengan turunnya tingkat kepatuhan pajak. Menilik potensi manfaat dan kendala
yang ada dalam kebijakan pengampunan pajak, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi faktor-faktor
apa sgja yang melatarbelakangi pemilihan bentuk kebijakan dan penerapan sunset policy sebagai salah satu
bentuk pengampunan pagjak di Indonesia.

Dari pembahasan tersebut akan dianalisis juga kelebihan dan kekurangan dari kebijakan pengampunan
pajak, khususnya sunset policy, pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain, serta upaya-upaya
yang diperkirakan dapat mengawal penerapan sunset policy di Indonesia dan mendukung peningkatan
kepatuhan pajak pada umumnya. Sebagai upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini
memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan
narasumbernarasumber yang memiliki kapasitas dalam bidang perpajakan, khususnya yang terlibat langsung
dengan permasalahan sunset policy, yaitu dari kalangan legidatif, pengusaha, Direktorat Jenderal Pajak, dan
pengamat. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survey persepsi masyarakat sebagai upaya mendapatkan
gambaran permasal ahan yang lebih komprehensif dan mengetahui kemungkinan adanya deviasi antara hasil
analisis dengan persepsi yang berkembang di masyarakat. Gambaran umum dari hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan sunset policy di Indonesia dilatarbelakangi oleh upaya untuk meningkatkan
penerimaan pajak sejalan dengan meningkatnya tuntutan target penerimaan pajak, sekaligus sebagai upaya
mengakomodasi aspirasi dunia usaha yang menginginkan adanya pengampunan pajak.

Manfaat terbesar yang diharapkan dari sunset policy ini adalah meningkatnya penerimaan pajak dan
kesetaraan antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak, sementara kendala yang dihadapi terutama adalah
masal ah kepastian hukum, kerangka waktu sosialisasi yang minim dibarengi dengan kurangnya kapasitas
kuantitas dan kualitas penguasaan materi aparat pajak mengenai sunset policy, kesigpan sistem, serta
pengenaan tarif umum yang masih cukup tinggi. Pengalaman penerapan pengampunan pajak di Amerika
Serikat menunjukkan bahwa keberhasilan pengampunan pajak sangat ditentukan oleh kapasitas penegakan
hukum sebagal upaya utama sementara pengampunan pajak hanyalah bersifat kuratif dan komplementer.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini secara umum merekomendasikan pengutamaan
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penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta perbaikan kondis struktural perekonomian
agar tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat berjalan lebih berkelanjutan. Secara khusus, penelitian
ini merekomendasikan pel aksanaan sosialisasi sunset policy secaralebih baik melalui penerapan strategi
komunikas khusus, penguatan pengawasan internal di dalam Direktorat Jenderal Pajak sendiri, serta
pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pgjak dalam konteks sunset policy, peningkatan pelayanan perpajakan
sebagal kompensasi pemberlakuan tarif umum, serta peningkatan kapasitas dan pengintegrasian sistem
administrasi dan informasi perpajakan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait.

<hr>

Implementation of sunset policy in Indonesia as aform of tax amnesty is a brandnew experience for
Indonesia?s taxation. Tax amnesty is by and large implemented as alast resort policy to increase tax revenue
since it might contraproductively plummet tax compliance if it isnot well prepared and managed during the
implementation. With regards to benefits and obstacles inherent in tax amnesty, this study attemptsto
explore factors within the background underlying the selection of sunset policy as aform of tax amnesty that
isimplemented in Indonesia.

This study analyzes also the advantages and shortcomings of tax amnesty, more specifically of sunset
policy, experience of other countries in implementing such policy, and possible efforts that can be taken to
safeguard sunset policy implementation in Indonesia and improve tax compliance in general. A mix of
gualitative approach and quantitative approach isincorporated in this study to capture more comprehensive
depiction of the research inquiries.

The qualitative approach of this study was done through library research and indepth interview with key
informants whose capacities in taxation matters are sufficient and also directly involved with sunset policy
formulation. These key informants cover the legislative, business, government executive in taxation
(Directorate General of Tax), and observers circle. The quantitative approach was done through perception
survey find out possibilities of deviation between the analysis result and society?s perception.

The study findings in general show that sunset policy was drawn by efforts to increase tax revenue along
with the soaring tax revenue target. It serves also to accomodate the business circles? aspiration demanding
for tax amnesty. The main benefits expected from sunset policy areincreases in tax base and equality
improvement between taxpayers and tax authorities, while the main obstacles are problemsin legal
certainty, insufficient timeframe for socialization along with limited number of tax personnel with adequate
knowledge to support the socialization, system readiness, and the relatively high normal tariff used in this
program. The experience of tax amnesty implementation in the United States showed that the success of
such program relies significantly on tax enforcement efforts as the main instrument, while tax amnesty shall
only be used as curative and complementary policy.

Based on the analysis conducted, this study in general recommends legal and tax enforcement
mainstreaming and improvement of economic structural condition in any efforts to make tax base and
revenue improvement more sustainable. More detailed suggestions include the use of special communication
strategy to support sunset policy socialization, strengthening internal supervision within the Directorate
Genera of Tax and external supervision on the taxpayers within suset policy implementation, improvement



of service for taxpayers to compensate the normal tariff applied, and capacity improvement of tax
administration and information system through integration of the system with related institutions.



